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ABSTRAK 

 

Kejahatan korporasi sebenarnya telah lama menjadi perhatian dalam 

perkembangan hukum pidana. Hal ini terlihat dengan munculnya berbagai 

macam teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang dilahirkan dalam 

rangka menghukum korporasi yang melakukan tindak pidana. Kejahatan yang 

dilakukan korporasi semakin meningkat terutama masalah lingkungan yang ada 

pada Undang-Undang PPLH. Jika korporasi melakukan perbuatan yang terkait 

dengan Dumping limbah maka perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 104 

Undang-Undang PPLH karena dampaknya yang secara langsung maupun tidak 

langsung dapat membahayakan, merusak lingkungan, mengganggu kesehatan, 

dan mengancam kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu Pasal 104 

Undang-Undang PPLH mengatur tentang sanksi pidananya. 
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